KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 10 / SB / 2025

TENTANG

PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Menimbang

Mengingat

c.

1.

2.

MENJADI PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda
yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota
DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda
yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.;

.bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal
26 Mei 2025, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Komisi V telah
menyampaikan Penjelasan terhadap usulan Ranperda
tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

bahwa dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Fasiltasi Penyeleggaraan Pesantren disepakati menjadi
Prakarsa DPRD; .

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan ¢, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Penetapan Usul Prakarsa
Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi
Penyelenggaraan Pesantren;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Gura
dan Dosen;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

6. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2022 Nomer 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
20123 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010
tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;

12. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014
tentang Pendidikan Pesantren [slam;

14, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018
tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok
Pesantren;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013
tentang Pendidikan Madrasah sebagamana diubah
dengan PMA Nomeor 60 tahun 2015 tentang perubahan
atas PMA Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan
Madrasah.

Memperhatikan : 1.Penjelasan oleh Komisi V scbagai Pemrakarsa
Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi
Penyelenggaraan Pesantren yang disampaikan pada
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Mei 2025;
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MENJADI PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda
yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota
DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda
yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.;

.bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera DBarat tanggal
26 Mei 2025, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Komisi V telah
menyampaikan Penjelasan terhadap usulan Ranperda
tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

. bahwa dalam Rapat Paripuma sebagaimana dimaksud

pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Fasiltasi Penyeleggaraan Pesantren disepakati menjadi
Prakarsa DPRD;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan ¢, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Penetapan Usul Prakarsa
Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi
Penyelenggaraan Pesantren;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen;
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Memperhatikan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Fesantren;

6. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2022 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806];

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang
Peninghatan Kualitas Kehidupan Beragama;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010
tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;

12, Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama;

13, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014
tentang Pendidikan Pesantren Islam;

14, Peraturan Menteri Apama Nomor 18 tahun 2018
tentang Batuan Pendidikan Muadalah pada Pondok
Pesantren;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013
tentang Pendidikan Madrasah sebagamana diubah
dengan PMA Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan
atas PMA Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan
Madrasah.

: l.Penjelasan oleh Komisi V sebagai Pemrakarsa
Bancangan Peraturan Daerah tentang Pasilitasi
Penyelenggaraan Pesantren yang disampaikan pada
Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Mei 2025;
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